
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 120 ayat (3) 
Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2023 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemeriksaan 
Pajak Daerah; 
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa 
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 
42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang 
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2757); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6757); 

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa 
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6867); 

BUPATI KENDAL, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH 

TENT ANG 

PROVINS! JA WA TENG AH 
PERATURAN BUPATI KENDAL 

NOMOR 7 TAHUN 2025 

BUPATIKENDAL 

SALIN AN 

Mengingat 

Menimbang 



Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Kendal. 

t 
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur .-- 

penyelenggara pernerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan , - 
Daerah otonom. ) 

3. Bupati adalah Bupati Kendal. 
I 

4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda ,,, 
adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal. 

5. Pajak Daerah yank selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi / 
wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau ,,,. 
badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, / 
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan / 
digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya I 

kemakmuran rakyat. 
6. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat ,,,. 

dikenai Pajak. . 
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi ,,. 

pembayar Pajak, \pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang 
mempunyai hak l dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ( 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

8. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang 
' bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil 

yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak , 
I 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN 
PAJAK DAERAH. '. 

MEMUTUSKAN: 
' 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 
13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah 
Kabupaten di .Jawa Timur /Tengah/Barat clan Daerah Istimewa 
Y ogyakarta; r . 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang 
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079); / 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang 
Ketentuan Umum Pajak Daerah clan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881); 

9. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah 
I 

clan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal 
Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Kendal- Nomor 239); / 

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207 /PMK.07 /2018 
tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah ~ 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1852);,,,. 
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Menetapkan 



/ 

menurut ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan. 

9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang 
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun 
yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, 
perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik 
negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik 
desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, 
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, 
organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi 
lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak 
investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 

10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan clan Perkotaan yang 
selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi 
dan/ atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau 
dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan. 

I 

11. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan 
perairan pedalaman, 

12. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau 
dilekatkan secant tetap di atas permukaan Bumi clan di bawah 
permukaan Bumi. 

13. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat 
PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas 
konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu. 

14. Makanan darr/atau Minuman adalah makanan dan/atau 
minuman yang disediakan, dijual dan/ atau diserahkan, baik 
secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan 
oleh restoran. · 

15. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh 
suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk 
bermacam peralatan listrik. 

16. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat 
dilengkapi dengan jasa pelayanan makan clan min um, kegiatan 
hiburan, dan/ atau fasilitas lainnya. 

17. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan 
tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan 
memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, 
baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun 
yang disediakan lsebagai suatu usaha, termasuk penyediaan 
tempat penitipan ikendaraan bermotor. 

18. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau 
penyelenggaraan ! semua jenis tontonan, pertunjukan, 
permainan, ketangkasan, rekreasi, clan/ atau keramaian 
untuk dinikmati. ! 

19. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame. 
20. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang 

bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial 
memperkenalkan; menganjurkan, mempromosikan, atau 
menarik perhatian umum terhadap sesuatu. 

21. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak 
atas pengambilari dan/ atau pemanfaatan air tanah. 

22. Air Tarrah adalahjair yang terdapat di dalam lapisan tanah atau 
batuan di bawah !permukaan tanah. 
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23. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya 
disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan 
mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam 
dan/ atau di permukaan Bumi untuk dimanfaatkan. _ 

24. Mineral Bukan L?gam dan Batuan yang selanjutnya disingkat 
MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana 
dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang 
mineral dan batu' hara. 

25. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan 
pengambilan dan/ atau pengusahaan sarang burung walet. 

26. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga collocalia, 
yaitu collocalia fuchliap haga, collocalia ma-rina, collocalia 
esanlanta, dan allocalia linchi. 

27. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat 
NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak 
sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang 
dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib 
Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban 
perpajakan daerahnya. 

I 

28. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD 
adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah 
dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan 
dengan cara lain] ke kas Daerah melalui tempat pembayaran 

I 

yang ditunjuk ole,h Bupati. 
29. Surat Ketetapan l Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat 

SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan 
besamya jumlah pokok Pajak yang terutang. 

I 

30. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya 
disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang 
menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit 

I 

Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya 
sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus 
dibayar. ; 

31. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang 
selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak 
yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah 
ditetapkan. ; 

32. Surat Ketetapan ~ajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya 
disingkat SKPD~B adalah surat ketetapan Pajak yang 
menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena 
jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang 
atau seharusnya ;t_idak terutang. 

33. Bank Persepsi adalah penyedia layanan penerimaan setoran 
Pajak sebagai collectinq agent dalam sistem penerimaan Daerah 
(SSPD) secara elektronik. 

34. Aplikasi e-Pajak ! adalah sistem billing pada Bapenda yang 
menyediakan antarmuka berupa aplikasi berbasis website bagi 
Wajib Pajak untuk menerbitkan kode billing dan dapat diakses 
melalui jaringan mternet atau intranet. 

35. Kode Billing adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui 
sistem billing Bapenda. 

36. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun 
kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku 
yang tidak sama dengan tahun kalender. 
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37. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau 
jangka waktu lain yang diatur dengan peraturan kepala daerah 
paling lama 3 (tiga] bulan kalender, yang menjadi dasar bagi 
Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan 
pajak yang terutang. 

38. Pemeriksaan Pajak yang selanjutnya disebut Pemeriksaan 
adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, 
keterangan, dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektif 
dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan 
untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan 
dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan 
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

39. Pemeriksa Pajak. yang selanjutnya disebut Pemeriksa adalah 
pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah atau 
tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati, yang diberi tugas, 
wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan 
Pemeriksaan. 

I 

40. Pemeriksaan Kantor adalah Pemeriksaan yang dilakukan di 
kantor Bapenda atau instansi pelaksana pemungut pajak 
dan/atau kantor-kantor di lingkungan Pemerintah Daerah. 

41. Pemeriksaan Lapangan adalah Pemeriksaan yang dilakukan di 
tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, tempat 
kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, dan/ atau 
tern pat lain yang[ dianggap perlu oleh Pemeriksa. 

42. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan 
secara teratur trntuk mengumpulkan data dan informasi 
keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan 
dan biaya serta' jumlah harga perolehan dan penyerahan 
barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan 
keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode 
Tahun Pajak tersebut. 

43. Kertas Kerja Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat KKP 
adalah catatan ; secara rind dan jelas yang dibuat oleh 
Pemeriksa mengenai prosedur Pemeriksaan yang ditempuh, 
data, keterangan, dan/ atau bukti yang dikumpulkan, 
pengujian yang: dilakukan dan simpulan yang diambil 
sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan. 

44. Dokumen adalah buku, catatan, dan/ atau dokumen lain 
termasuk data ) elektronik serta keterangan lain yang 
diperlukan dalam pelaksanaan Pemeriksaan. 

45. Data Elektronik adalah data yang dikelola secara elektronik, 
yang dihasilkan' oleh komputer dan/ atau pengolah data 
elektronik lainnya dan disimpan dalam media penyimpanan 
elektronik. ! 

46. Kuesioner Pemeriksaan adalah formulir yang berisikan 
sejumlah pertanyaan dan penilaian oleh Wajib Pajak yang 
terkait dengan pelaksanaan Pemeriksaan. 

4 7. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat 
SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk 
melaporkan penghitungan dan/ atau pembayaran Pajak, objek 
Pajak dan/ atau '. bukan objek pajak, dan/ atau harta dan 
kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan perpajakan daerah. 
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48. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD 
adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/ atau sanksi 
administratif berupa bunga clan/ atau denda. 

49. Surat Perintah Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat SP2 
adalah surat perintah untuk melakukan Pemeriksaan dalam 
rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan 
dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan 
ketentuan peraturan perundang-undangan 

50. Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan adalah surat 
pemberitahuan . mengenai dilakukannya Pemeriksaan 
Lapangan dalarn rangka menguji kepatuhan pemenuhan 
kewajiban perpajakan dan/ atau untuk tujuan lain dalam 
rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan perpajakan, 

51. Surat Panggilan ; Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor adal~ 
surat panggilan yang disampaikan kepada Wajib Pajak untuk 
menghadiri Perrieriksaan Kantor dalam rangka menguji 
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/ atau untuk 
tujuan lain dalarn rangka melaksanakan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan. 

52. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat LHP 
I 

adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil 
Pemeriksaan yang disusun oleh Pemeriksa secara ringkas clan 
jelas serta sesuai clengan ruang lingkup dan tujuan 
Pemeriksaan. ; 

53. Laporan Hasil Pemeriksaan Sumir yang selanjutnya disebut 
LHP Sumir adalah laporan tentang penghentian Pemeriksaan 
tanpa adanya usulan penerbitan surat ketetapan Pajak. 

54. Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya 
disingkat SPHP jaclalah surat yang berisi tentang temuan 
Pemeriksaan yru;ig meliputi pos-pos yang dikoreksi, nilai 
koreksi, dasar koreksi, perhitungan sementara dari jumlah 
pokok Pajak terutang clan perhitungan sementara dari sanksi 
aclministrasi. 1 

55. Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya 
disingkat PAHP adalah pembahasan antara Wajib Pajak clan 
Pemeriksa atas temuan Pemeriksaan yang hasilnya dituangkan 
dalam berita acara pembahasan akhir hasil Pemeriksaan yang 
ditandatangani oleh kedua belah pihak dan berisi koreksi 

' pokok Pajak terutang baik yang disetujui maupun yang tidak 
disetujui clan perhitungan sanksi administrasi. 

56. Penyegelan adalah tindakan menempatkan tanda segel pada 
tempat atau ruangan tertentu serta barang bergerak clan/ atau 
tidak bergerak yl:i.ng digunakan atau patut diduga digunakan 
sebagai tempat atau alat untuk menyimpan buku atau catatan, 
dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik dan 
benda-benda lain. 

' 57. Pihak Ketiga adalah pihak yang memiliki keterangan atau bukti 
yang ada hubtingannya dengan tindakan Wajib Pajak, 
pekerjaan, kegiatan usaha, atau pekerjaan bebas Wajib Pajak 
antara lain bank, akuntan publik, notaris, konsultan Pajak, 
konsultan hukurn, konsultan keuangan, pelanggan, pemasok, 
kantor administrasi, atau pihak lainnya. 

i 
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(1) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 
kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 
ayat (1) dilakukan dalam hal: 

Pasal 4 

BAB III . 
J 
I 

PEMERIKSAAN UNTUK MENGUJI KEPATUHAN PEMENUHAN 
I 

KEWAJIBAN PERPAJAKAN 

J 

1. Makanan d_'an/ atau Minuman; 
2. Tenaga Listrik; 
3. Jasa Perhotelan; 
4. J asa Parkin; dan 
5. Jasa Kesenian dan Hiburan. 

I 

d. Pajak Reklame; 
e. PAT; 
f. Pajak MBLB; ; 

) 

g. Pajak Sarang Burung Walet; 
I 

h. Opsen PKB; dan 
i. Opsen BBNKB. 

! 

l J 

( 1) Ruang lingkup. Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan 
pemenuhan kewajiban perpajakan dapat meliputi satu, 
beberapa, atau 1 seluruh jenis Pajak, baik untuk satu atau­ 
beberapa Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak> 
dalam tahun-tahun sebelumnya maupun tahun berjalan. 

(2) Jenis Pajak yang dilaksanakan Pemeriksaan sebagaimana 
dimaksud pada ;ayat (1) adalah sebagai berikut: 
a. PBB-P2; 
b. BPHTB; 
c. PBJT atas: 

/ 

(1) Bupati berwem:j.ng melakukan Pemeriksaan untuk menguji .,,, 
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah clan 
untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan / 
perundang-undangan perpajakan Daerah. .,- 

(2) Bupati dapat menerbitkan Keputusan untuk melimpahkan 
kewenangan melakukan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud / 
pada ayat ( 1) kepada Pemeriksa. ,,, 

Bagian Kedua 
/ Ruang Lingkup Pemeriksaan 

Pasal 3 

Pasal 2 

/ 

Bagian Kesatu 
Tujuan Pemeriksaan 

BAB II 
/ 

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN 
; 

58. Analisis Risiko adalah kegiatan yang dilakukan untuk menilai 
tingkat ketidakpatuhan Wajib Pajak yang berisiko 
menimbulkan hilangnya potensi penerimaan Pajak. 

! 
l 

7 



(1) Bupati menunjuk Pegawai Negeri Sipil sebagai Pemeriksa di 
lingkungan Pemerintah Daerah untuk membantu Bupati 
dalam menjalarikan wewenangnya sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 ayat (1). 

(2) Apabila Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
belum dapat dipenuhi, Bupati dapat menunjuk tenaga ahli 

Pasal 8 

( 1) Standar umum Pemeriksaan merupakan standar yang 
bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan Pemeriksa. 

(2) Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal 
memenuhi persyaratan sebagai berikut: 
a. berijazah paling rendah pendidikan sekolah menengah 

umum atau yang sederajat; 
b. berpangkat paling rendah Pengatur Muda/ Golongan II/ a; 
c. telah mendapat pendidikan dan/ atau pelatihan teknis yang 

cukup serta memiliki keterampilan sebagai Pemeriksa; 
d. cermat dan seksama dalam menggunakan 

keterampilannya; 
e. jujur dan bersih dari tindakan-tindakan tercela serta 

senantiasa mengutamakan kepentingan negara; dan 
f. taat terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang­ 

undangan di bidang perpajakan. 

Pasal 7 

Pasal 6 
I 
I 

(1) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 
kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan 
standar Pemeriksaan. 

(2) Standar Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi standar umum Pemeriksaan, standar pelaksanaan 
Pemeriksaan, dan standar pelaporan hasil Pemeriksaan. 

! 

Pasal 5 

Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 
perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) 
dilakukan dengan] jenis Pemeriksaan Lapangan dan/ atau 
Pemeriksaan Kantor. 

i 

a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi 
kelebihan pembayaran Pajak; 

b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang 
menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau 
kurang dibayar; atau 

c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan 
berdasarkan .analisis risiko. 

I 

(2) Analisis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
dilaksanakan dengan mempertimbangkan perilaku dan 
kepatuhan Wajib Pajak yang meliputi: 
a. kepatuhan penyampaian surat pemberitahuan; dan 
b. kepatuhan dalam melunasi Utang Pajak. 

8 



KKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf i disusun oleh 
Pemeriksa clan berfungsi sebagai: 
a. bukti bahwa Pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai standar 

pelaksanaan Pemeriksaan; 
b. bahan dalam melakukan PAHP dengan Wajib Pajak mengenai 

temuan hasil Pemeriksaan; 
c. dasar pernbuatan. LHP; 
d. sumber data atau informasi bagi penyelesaian keberatan atau 

banding yang diajukan oleh Wajib Pajak; dan 
e. referensi untuk Pemeriksaan berikutnya. 

Pasal 10 

Pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 
kewajiban perpajakan harus dilakukan sesuai standar 
pelaksanaan Pemeriksaan, yaitu: 
a. pelaksanaan Pemeriksaan harus didahului dengan persiapan 

yang baik sesuai dengan tujuan Pemeriksaan, yang paling 
sedikit meliputi kegiatan mengumpulkan dan mempelajari data 
Wajib Pajak, menyusun rencana Pemeriksaan ( audit plan), dan 
menyusun program Pemeriksaan (audit program), serta 
mendapat pengawasan yang seksama; 

b. Pemeriksaan dilaksanakan dengan melakukan pengujian 
berdasarkan metode dan teknik Pemeriksaan sesuai dengan 
program Pemeriksaan (audit program) yang telah disusun; 

c. temuan hasil Pemeriksaan harus didasarkan pada bukti 
I kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan; 
d. Pemeriksaan dilakukan oleh suatu tim Pemeriksa yang terdiri 

dari seorang supervisor, seorang ketua tim, dan seorang atau 
lebih anggota tim, serta dalam keadaan tertentu ketua tim 
dapat merangkap sebagai anggota tim; 

e. tim Pemeriksa sebagaimana dirnaksud pada huruf d dapat 
dibantu oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian 
tertentu, baik yang berasal dari Pemerintah Daerah, maupun 
yang berasal dari instansi di luar Pemerintah Daerah yang telah 
ditunjuk oleh Bupati, sebagai tenaga ahli seperti penerjemah 
bahasa, ahli di bidang teknologi informasi, clan pengacara; 

f. apabila diperlukan, Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan 
pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan secara 
bersama -sama dengan tim Pemeriksa dari instansi Iain; 

g. pemeriksaan dapat dilaksanakan dengan Pemeriksaan Kantor 
dan/ atau Pemeriksaan Lapangan; 

h. Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja clan apabila 
diperlukan dapatdilanjutkan di luar jam kerja; dan 

1. pelaksanaan Perneriksaan didokumentasikan dalam bentuk 
KKP. 

Pasal 9 

yang mempunyai kompetensi di bidang pemeriksaan Pajak 
Daerah sebagai Pemeriksa sampai dengan di penuhinya 
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2}. 

(3) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(2} ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 
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Pasal 12 

Dalam melakukan[ Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan 
pemenuhan kewajioan perpajakan, Pemeriksa wajib: 

I 
a. menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan 

kepada Wajib Pajak dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan 
jenis Pemeriksaan Lapangan atau Surat Panggilan Dalam 
Rangka Pemeriksaan Kantor dalam hal Pemeriksaan dilakukan 
dengan Jenis Pemeriksaan Kantor; 

\ 
b. memperlihatkan jtanda pengenal Pemeriksa dan SP2 kepada 

Wajib Pajak pada' waktu melakukan Pemeriksaan; 
c. memperlihatkan ~urat yang berisi perubahan tim Pemeriksa 

kepada Wajib Pajak apabila susunan keanggotaan tim 
Pemeriksa mengalami perubahan; 

d. melakukan pertemuan dengan Wajib Pajak dalam rangka 
memberikan penjelasan mengenai: .. 
1. alasan dan tujuan Pemeriksaan; 
2. hak dan kewajiban Wajib Pajak selama dan setelah 

pelaksanaan Pemeriksaan; 
3. kewajiban dari Wajib Pajak untuk memenuhi permintaan 

buku, catatan, dan/ atau Dokumen yang menjadi dasar 
pembukuan atau pencatatan, dan Dokumen Iainnya, yang 
dipinjam dari Wajib Pajak; 

l 
e. menuangkan penjelasan sebagaimana dimaksud pada huruf d 

dalam berita acara pertemuan dengan Wajib Pajak; 
f. menyampaikan SfHP kepada Wajib Pajak; 

Pasal 11 

(1) Standar pelaporan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 6 ayat (2) dituangkan dalam LHP, yang disusun 
secara ringkas dan jelas yang memuat: 
a. ruang lingkup atau pos yang diperiksa sesuai dengan 

tujuan Pemeriksaan; 
I 

b. simpulan Peineriksa yang didukung temuan yang kuat 
tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap 
peraturan perundang-undangan perpajakan, dan memuat 
pula pengungkapan informasi lain yang terkait dengan 
Pemeriksaan. · 

(2) LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 
memuat: · 

I 
a. penugasan Pemeriksaan; 
b. identitas Wajib Pajak; 

I 

c. pembukuan atau pencatatan Wajib Pajak; 
I 

d. pemenuhan kewajiban perpajakan; 
e. data/ informasi yang tersedia; 
f. buku dan dokumen yang dipinjam; 

I 
g. materi yang diperiksa; 

I 
h. uraian hasil Pemeriksaan; 
i. ikhtisar hasil jPemeriksaan; 
j. penghitungan pajak terutang; dan 
k. simpulan dan usul Pemeriksa. 
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Pasal 13 

(1) Dalam melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan 
pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan 
Lapangan, Pemeriksa berwenang: 

I 

a. memeriksa dan/ atau meminjam buku, catatan clan/ atau 
Dokumen iang menjadi dasar pembukuan atau 
pencatatan, dan Dokumen lain yang berhubungan dengan 
penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan 
bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang Pajak; 

b. memasuki clan memeriksa tempat atau ruang, barang 
I 

bergerak dan/ atau tidak bergerak yang diduga atau patut 
diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, 
Dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau 
pencatatan, Dokumen lain, uang dan/ atau barang yang 
dapat meml5eri petunjuk tentang penghasilan yang 
diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, 
atau objek ya.pg terutang Pajak; 

c. meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna 
kelancaran P~meriksaan; 

cl. melakukan Penyegelan tempat atau ruang tertentu serta 
barang bergerak clan/ atau tidak bergerak; 

i, 
e. meminta keterangan lisan clan/atau tertulis dari Wajib 

' Pajak; clan 1 

f. meminta keterangan clan/ atau bukti yang diperlukan dari 
Pihak Ketiga . yang mempunyai hubungan dengan Wajib 
Pajak yang diperiksa. 

(2) Dalam melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan 
pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan 
Kantor, Pemeriksa berwenang: 
a. memanggil Wajib Pajak untuk datang ke kantor di 

lingkungan Pemerintah Daerah dengan menggunakan 
Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor; 

b. memeriksa clan/ atau meminjam buku, catatan dan/ atau 
Dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau 
pencatatan, yang berhubungan dengan penghasilan yang 
diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, 
atau objek yang terutang Pajak; 

c. meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna 
kelancaran Pemeriksaan; 

g. memberikan hak untuk hadir kepada Wajib Pajak dalam 
rangka PAHP paqa waktu yang telah ditentukan; 

h. menyampaikan Kuesioner Pemeriksaan kepada Wajib Pajak; 
1. melakukan pembinaan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi 

kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan dengan menyampaikan 

r 
saran secara tertulis; 

J. mengembalikan ; buku, catatan dan/atau dokumen yang 
menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen 
lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak; dan 

k. merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak atas segala 
sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh 
Wajib Pajak dalaip rangka Pemeriksaan. 

' 
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I 

(1) Dalam pelaksariaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan 
pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan 
Lapangan, WajiJ;> Pajak wajib: 
a. memperlihatkan dan/ atau meminjamkan buku, catatan 

dan/ atau Dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau 
pencatatan, dan Dokumen lain yang berhubungan dengan 
penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan 
bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang Pajak; 

b. memberikan kesempatan untuk memasuki dan memeriksa 
tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak 
bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk 
menyimpan Dokumen yang menjadi dasar pembukuan 
atau pencatatan, Dokumen lain, uang, dan/ atau barang 
yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang 
diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, 
atau objek yang terutang Pajak serta meminjamkannya 
kepada Pemeriksa; 

c. memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; 
d. menyampaikan tanggapan secara tertulis atas SPHP; dan 
e. memberikan , keterangan lisan dan/ atau tertulis yang 

diperlukan. 1 

(2) Dalam pelaksariaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan 
pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan 
Kantor, Wajib Pajak wajib: 

! 

Pasal 15 

Pasal 14 

Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan 
pemenuhan kewajiban perpajakan, Wajib Pajak berhak: 
a. meminta kepada Pemeriksa untuk memperlihatkan tanda 

I 
pengenal Perneriksa dan SP2; 

b. meminta kepada Pemeriksa untuk memberikan Surat 
Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dalam hal Pemeriksaan 
dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan; 

c. meminta kepada Pemeriksa untuk memperlihatkan surat yang 
berisi perubahan tim Pemeriksa apabila susunan keanggotaan 
tim Pemeriksa mengalami perubahan; 

) 

d. meminta kepada Pemeriksa untuk memberikan penjelasan 
tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; 

e. menerima SPHP; I 
I 

f. menghadiri PAHPi pada waktu yang telah ditentukan; dan 
g. memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan 

Pemeriksaan oleh Pemeriksa melalui pengisian Kuesioner 
I 

Pemeriksaan. ' 

d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib 
Pajak; 

L 

e. meminjam Kip> yang dibuat oleh akuntan publik melalui 
Wajib Pajak; dan 

f. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari 
Pihak Ketiga ! yang mempunyai hubungan dengan Wajib 
Pajak yang diperiksa. 
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i 
(1) Jangka waktu pengujian Pemeriksaan Lapangan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dapat 
diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. 

Pasal 17 

( 1) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 
kewajiban perpajakan dilakukan dalam jangka waktu 

l Pemeriksaan yang meliputi: 
a. jangka waktu [pengujian; dan 
b. jangka waktu!PAHP dan pelaporan. 

{2) Dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan 
Lapangan, jangka waktu pengujian sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a paling lama 3 (tiga) bulan, terhitung 
sejak Surat '. Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan 
disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau 
anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak, sampai 
dengan tanggal SPHP disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, 
kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari 

I 

Wajib Pajak. i 
(3) Dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan 

Kantor,jangka waktu pengujian sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a paling lama 3 (tiga) bulan, terhitung sejak 
tanggal Wajib Pajak, wakil, kuasa dari Wajib Pajak, pegawai, 
atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak 
datang memenuhi Surat Panggilan Dalam Rangka 
Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal SPHP 
disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau 
anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak. 

(4) Jangka waktu P.AHP dan pelaporan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b paling lama 1 (satu) bulan, yang dihitung 
sejak tanggal SPHP disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, 
kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari 
Wajib Pajak sampai dengan tanggal LHP. 

(5) Jangka waktu ! PAHP sampai dengan ditetapkan LHP 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling lama 1 
(satu) bulan, yang dihitung sejak tanggal SPHP disampaikan 
kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota yang 
telah dewasa dari W ajib Pajak. 

Pasal 16 

a. memenuhi panggilan untuk menghadiri Pemeriksaan 
sesuai dengan waktu yang ditentukan; 

b. memperlihatkan dan/ atau meminjamkan Dokumen yang 
menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan Dokumen 
lain termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang 
berhubunganidengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan 
usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang 
terutang Pajak; 

c. memberi bant'uan guna kelancaran Pemeriksaan; 
I 

d. menyampaikan tanggapan secara tertulis atas SPHP; 
e. meminjam KK,P yang dibuat oleh akuntan publik; dan 
f. memberikan ;keterangan lisan dan/atau tertulis yang 

diperlukan. 
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Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor untuk menguji 
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan diselesaikan 
dengan cara: : 

Pasal 21 

(1) Apabila jangka waktu perpanjangan pengujian Pemeriksaan 
Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat ( 1) 
atau perpanjangan jangka waktu Pemeriksaan Kantor 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat ( 1) telah 
berakhir, SPHP harus disampaikan kepada Wajib Pajak. 

(2) Dalam hal Perneriksaan dilakukan karena Wajib Pajak 
mengajukan permohonan pengembalian kelebihan 
pembayaran Pajak, jangka waktu sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 17 dan Pasal 18 harus memperhatikan jangka 
waktu penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan 
pembayaran Pajak, 

Pasal 20 

Dalam hal dilakukan perpanjangan jangka waktu pengujian 
Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 
ayat (1) atau Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 18 ayat (1), ikepala unit pelaksana Pemeriksaan harus 
menyampaikan pernberitahuan perpanjangan jangka waktu 
pengujian dimaksud secara tertulis kepada Wajib Pajak. 

Pasal 19 

{l) Jangka waktu pengujian Pemeriksaan Kantor sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), dapat diperpanjang untuk 
jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. 

l 

(2) Perpanjangan jangka waktu pengujian Pemeriksaan Kantor 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal: 
a. Pemeriksaan , Kantor diperluas ke masa Pajak, bagian 

Tahun Pajak, atau Tahun Pajak lainnya; 
b. terdapat konfirmasi atau permintaan data dan/ atau 

keterangan kepada Pihak Ketiga; 
c. ruang lingkup Pemeriksaan Kantor meliputi seluruh jenis 

Pajak; dan/ atau . 
d. berdasarkan . pertimbangan kepala unit pelaksana 

Pemeriksaan -, 
> 

Pasal 18 

(2) Perpanjangan jangka waktu pengujian Pemeriksaan 
Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
dalam hal: . 
a. Pemeriksaan !Lapangan diperluas ke masa Pajak, bagian 

Tahun Pajak, .atau Tahun Pajak lainnya; 
b. terdapat konfirmasi atau permintaan data dan/ atau 

keterangan kepada Pihak Ketiga; 
c. ruang lingkup Pemeriksaan Lapangan meliputi seluruh 

jenis Pajak; dan/ atau 
I 

d. berdasarkan i pertimbangan kepala unit pelaksana 
Pemeriksaan.: 
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( 1) Penyelesaian i Pemeriksaan dengan membuat LHP 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, dilakukan 
dalam hal: l 
a. Wajib Pajak, ~akil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga 

yang telah dewasa dari Wajib Pajak yang dilakukan 
Pemeriksaan' ditemukan atau memenuhi panggilan 
Pemeriksaan; dan Pemeriksaan dapat diselesaikan dalam 
jangka waktu Pemeriksaan; dan 

b. Wajib Pajak, ;wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga 
yang telah dewasa dari Wajib Pajak yang dilakukan 
Pemeriksaan. ditemukan atau memenuhi panggilan 
Pemeriksaan] dan pengujian kepatuhan pemenuhan 
kewajiban perpajakan belum dapat diselesaikan sampai 

r 
dengan: ; 
1. berakhimya perpanjangan jangka waktu pengujian 

Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1 7 ayat (I); atau 

I 

2. berakhirnya perpanjangan jangka waktu pengujian 
Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 18 ayat (1). 

(2) Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor yang 
pengujiannya belum diselesaikan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b, harus diselesaikan dengan 
menyampaikan '. SPHP dalam jangka waktu paling lama 7 
(tujuh) hari kerja sejak berakhimya: 
a. perpanjangan jangka waktu pengujian Pemeriksaan 

Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1); 
a tau j 

j 

Pasal 23 

Penyelesaian Pem~riksaan dengan membuat LHP Sumir 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dilakukan dalam 
hal: i 
a. Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga 

I 

yang telah dewasa dari Wajib Pajak yang diperiksa: 
1. tidak ditemukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak 

tanggal Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan 
diterbitkan; atau 

2. tidak mernenuhi panggilan Pemeriksaan dalam jangka 
waktu 3 [tiga] bulan sejak tanggal Surat Panggilan Dalam 
Rangka Pemeriksaan Kantor diterbitkan. 

b. Pemeriksaan Ulang tidak mengakibatkan adanya tambahan 
y 

atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan dalam surat 
ketetapan Pajak sebelumnya. 

I 
c. terdapat keadaan tertentu berdasarkan pertimbangan Bupati. 

I 

Pasal 22 

a. menghentikan Pemeriksaan dengan membuat LHP Sumir; 
a tau 

b. membuat LHP,: sebagai dasar penerbitan surat ketetapan 
Pajak dan/ atau' STPD sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan. 

! 
I 
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I 

(1) Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan sebagaimana 
dimaksud dalam'. Pasal 26 ayat (1) dapat disampaikan secara 
langsung kepada Wajib Pajak pada saat dimulainya 
Pemeriksaan Lapangan atau disampaikan melalui faksimile, 

1 

Pasal 27 

Pasal 26 

( 1} Dalam hal Pemeiiksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 
kewajiban perpajakan dilakukan dengan Jenis Pemeriksaan 
Lapangan, Perneriksa Wajib memberitahukan kepada Wajib 
Pajak mengenai dilakukannya Pemeriksaan Lapangan dengan 
menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan. 

(2) Dalam hal Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 
kewajiban perpajakan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan 
Kantor, Pemeriksa wajib memberitahukan kepada Wajib Pajak 
mengenai dilakukannya Pemeriksaan Kantor dengan 
menyampaikan Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan 
Kantor. 1 

(3) Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) a tau Surat Panggilan Dalam Rangka 
Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2} 
diterbitkan untuk masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau 
Tahun Pajak sebagaimana tercantum dalam SP2. 

Pasal 25 

(1) Pemeriksaan µntuk menguji kepatuhan pemenuhan 
kewajiban perpajakan dilakukan oleh Pemeriksa yang 
tergabung dalam suatu tim Pemeriksa berdasarkan SP2. 

(2) SP2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan untuk 
satu atau beberapa tahun dalam suatu bagian Tahun Pajak 
atau Tahun Pajak yang sama, atau untuk satu bagian Tahun 
Pajak atau Tahun Pajak terhadap satu Wajib Pajak. 

(3) Dalam hal susunan tim Pemeriksa diubah, kepala unit 
pelaksana Pemeriksaan harus menerbitkan surat perubahan 
tim Pemeriksa. \ 

(4) Dalam hal tim Pemeriksa dibantu oleh tenaga ahli 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2}, tenaga ahli 
tersebut bertugas berdasarkan surat tugas yang diterbitkan 
oleh Bupati. l 

I 

Pemeriksaan yang' dihentikan dengan membuat LHP Sumir 
karena Wajib Pajak tidak ditemukan atau tidak memenuhi 
panggilan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 
huruf a, dapat dilakukan Pemeriksaan kembali apabila di 
kemudian hari Wajib Pajak ditemukan. 

! 

Pasal 24 

b. perpanjangan jangka waktu pengujian Pemeriksaan 
Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1). 

dan dilanjutkan tahapan Pemeriksaan sampai dengan 
pembuatan LH~. 
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Pasal 28 
. 
I 

( 1) Dalam pelaksankan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan 
pemenuhan kewajiban perpajakan, Pemeriksa wajib 
melakukan pertemuan dengan Wajib Pajak sesuai dengan 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d. 

(2) Pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) juga dapat 
dilakukan dengan wakil atau kuasa dari Wajib Pajak. 

I 
(3) Dalam hal Perneriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan 

Lapangan, pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
atau ayat (2) dilakukan setelah Pemeriksa menyampaikan 
Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan. 

(4) Dalam hal Perneriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan 
Kantor, pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau 
ayat (2) dilakukan pada saat Wajib Pajak, wakil, atau kuasa 
dari Wajib Pajak datang memenuhi Surat Panggilan Dalam 
Rangka Pemeriksaan Kantor. 

(5) Setelah melakukan pertemuan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) atau ayat (2), Pemeriksa wajib membuat berita acara 
hasil pertemuan, yang ditandatangani oleh Pemeriksa dan 
Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak. 

(6) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak 
menolak menandatangani berita acara hasil pertemuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pemeriksa membuat 

pos dengan bukti pengmman surat, atau jasa pengiriman 
lainnya dengan bukti pengiriman. 

(2) Dalam hal Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan 
disampaikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) dan W,ajib Pajak tidak berada di tempat, Surat 
Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dapat disampaikan 
kepada: ; 
a. wakil atau kuasa dari Wajib Pajak; atau 
b. pihak yang dapat mewakili Wajib Pajak, yaitu: 

1. pegawai dart Wajib Pajak yang menurut Pemeriksa dapat 
mewakili W ajib Pajak, dalam hal Pemeriksaan dilakukan 
terhadap V{ajib Pajak Badan; 

2. anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak 
yang menurut Pemeriksa dapat mewakili Wajib Pajak, 

l 

dalam hal Pemeriksaan dilakukan terhadap Wajib Pajak 
orang pribadi; atau 

I 

3. pihak selain sebagaimana dimaksud angka 1 dan angka 
2 yang dapat mewakili Wajib Pajak. 

(3) Dalam hal wakil atau kuasa dari Wajib Pajak atau pihak yang 
dapat mewakili Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) tidak dapat pitemui, Surat Pemberitahuan Pemeriksaan 
Lapangan disarnpaikan melalui pos dengan bukti pengiriman 
surat, atau jasa pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman 
dan surat pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dianggap 
telah disampaikan serta Pemeriksaan Lapangan telah dimulai. 

(4) Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) disampaikan 
melalui faksimile, pos dengan bukti pengiriman surat, atau 
jasa pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman. 

I 
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Pasal 30 

(1) Dalam hal Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 
kewajiban perpajakan dilaksanakan dengan jenis Pemeriksaan 
Lapangan, berlaku ketentuan sebagai berikut: 

l a. buku, catatan, i dan/ atau Dokumen termasuk data yang 
dikelola secara ' elektronik serta keterangan lain yang 
diperlukan dan diperoleh/ ditemukan pada saat pelaksanaan 
Pemeriksaan di tempat Wajib Pajak, peminjaman dilakukan 
pada saat itu juga dengan membuat bukti peminjaman dan 
pengembalian biiku, catatan, Dokumen oleh Pemeriksa Pajak; 

b. buku, catatan, '! dan/ atau Dokumen termasuk data yang 
dikelola secara: elektronik serta keterangan lain yang 
diperlukan, belum ditemukan atau belum diberikan oleh Wajib 
Pajak pada saat ! pelaksanaan Pemeriksaan, Pemeriksa Pajak 
membuat surat. permintaan peminjaman buku, catatan, 
dan/ atau dokumen yang dilampiri dengan daftar buku, 

I 
catatan, dan/ atau Dokumen yang dipinjam; dan 

c. dalam hal mengakses dan/ atau mengunduh data yang dikelola 
secara elektronik diperlukan peralatan dan/ atau keahlian 
khusus, Pemeriksa Pajak dapat meminta bantuan kepada: 
1. Wajib Pajak'. untuk menyediakan tenaga dan/ atau 

peralatan atas biaya Wajib Pajak; atau 
2. seorang ataul lebih yang memiliki keahlian tertentu baik 

yang berasal ~ari dalam maupun luar Bapenda. 
(2) Dalam hal Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 

kewajiban perpajakan dilaksanakan dengan jenis Pemeriksaan 
Kantor, berlaku ketentuan sebagai berikut: 
a. daftar buku, catatan, dan/ atau Dokumen, termasuk data yang 

dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang 
diperlukan oleh Pemeriksa Pajak, harus dilampirkan pada 
Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor; 

b. buku, catatan, · dan/ atau dokumen, termasuk data yang . 
dikelola secara elektronik serta keterangan lain sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, wajib dipinjamkan pada saat Wajib 

! 
Pajak memenuhi lpanggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor 
dan Pemeriksa i Pajak membuat bukti peminjaman dan 
pengembalian buku, catatan, dan/ atau Dokumen; 

Pasal 29 

(1) Pemeriksa dapat melakukan peminjaman Dokumen kepada 
Wajib Pajak dalam rangka Pemeriksaan Lapangan dan/atau 
Pemeriksaan Kantor. 

i 

(2) Ruang lingkup ! peminjaman Dokumen dan pengembalian 
Dokumen sesuai' dengan jenis pemeriksaannya. 

I 

catatan mengenai penolakan tersebut pada berita acara hasil 
pertemuan. 

(7) Dalam hal Pemeriksa telah menandatangani berita acara hasil 
pertemuan darr membuat catatan mengenai penolakan 
penandatanganan berita acara sebagaimana dimaksud pada 
ayat (6), pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau 
ayat (2) dianggap telah dilaksanakan. 

> . 
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I 
I (1) Dalam hal buku, catatan, dan/atau Dokumen, termasuk data 

yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diminta 
oleh Pemeriksa Pajak tidak dimiliki atau tidak dikuasai oleh Wajib 
Pajak, Wajib Pajak harus membuat surat pernyataan yang 
menyatakan bahwa buku, catatan, dan/ atau Dokumen, termasuk 
data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang 
diminta oleh Pemeriksa Pajak tidak dimiliki atau tidak dikuasai 
oleh Wajib Pajak. ! 

I (2) Dalam hal buku, catatan, dan/ atau Dokumen, termasuk data 
yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain perlu 
dilindungi kerahasiaannya, Wajib Pajak dapat mengajukan 
permintaan dalam' bentuk surat tertulis agar pelaksanaan 

Pasal 31 

c. dalam hal buku, catatan, dan/ atau Dokumen, termasuk data 
yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang 
diperlukan belum tercantum dalam lampiran Surat Panggilan 
Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, Pemeriksa Pajak membuat surat permintaan 
peminjaman buku, catatan, dan/ atau Dokumen. 

(3) Buku, catatan, clan/ atau Dokumen termasuk data yang dikelola 
secara elektronik serta keterangan lain se bagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b, atau ayat (2) huruf c wajib diserahkan 
kepada Pemeriksa Pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak surat 
permintaan peminjaman buku, catatan, dan/ atau Dokumen 
disampaikan. ! 

(4) Setiap penyerahan buku, catatan, dan/ atau Dokumen, termasuk 
data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain dari 
Wajib Pajak, Pemeriksa Pajak membuat bukti peminjaman dan 
pengembalian buku, catatan, dan/ atau Dokumen. 

(5) Dalam hal buku, catatan, dan/ atau Dokumen yang dipinjam 
berupa fotokopi dan/ atau berupa data yang dikelola secara 
elektronik, Wajib Pajak yang diperiksa harus membuat surat 
pernyataan bahwa fotokopi dan/ atau data yang dikelola secara 
elektronik yang dipinjamkan kepada Pemeriksa Pajak adalah 
sesuai dengan aslinya. 

(6) Dalam hal buku, catatan, dan/ atau dokumen, termasuk data 
yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang 

) 

dipinjam belum dipenuhi dan jangka waktu 1 (satu) bulan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terlampaui, 
Pemeriksa Pajak dapat menyampaikan peringatan secara tertulis 
paling banyak 2 (du~) kali, yaitu : 
a. surat peringatan ipertama setelah 2 (dua) minggu sejak tanggal 

penyampaian surat permintaan peminjaman buku, catatan, 
dan/atau Dokurnen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b atau ayat (2) huruf c; dan 

b. surat peringatan' kedua setelah 3 (tiga) minggu sejak tanggal 
penyampaian surat permintaan peminjaman buku, catatan, 
dan/atau Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b atau ayat (2) huruf c. 

(7) Setiap surat peringatan yang disampaikan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (6) harus dilampiri dengan daftar buku, 
catatan, dan/ atau 'Dokumen yang belum dipinjamkan dalam 
rangka Pemeriksaan. 
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(1) Pemeriksa berwenang melakukan Penyegelan untuk memperoleh 
atau mengamankan Dokumen dan benda-benda lain yang dapat 
memberi petunjuk tentang kegiatan usaha atau pekerjaan bebas 
Wajib Pajak agar tidak dipindahkan, dihilangkan, dimusnahkan, 
diubah, dirusak, ditukar, atau dipalsukan. 

·, 

(2) Dalam melaksanakan Penyegelan, Pemeriksa dapat berkoordinasi 
dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

Pasal34 

BAB IV 
PENYEGELAN 

Pasal 33 

I 
(1) Apabila jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 30 ayat (3) terlampaui dan Wajib Pajak tidak atau 
tidak sepenuhnya ' meminjamkan buku, catatan, dan/ atau 
Dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta 
keterangan lain yang diminta, Pemeriksa Pajak harus membuat 
berita acara tidak dipenuhinya permintaan peminjaman buku, 
catatan, clan/ atau Dokumen yang dilampiri dengan rincian daftar 
buku, catatan, d~h/ atau Dokumen yang wajib dipinjamkan 
namun belum diserahkan oleh Wajib Pajak. 

(2) Dalam hal Wajib ! Pajak telah rneminjamkan seluruh buku, 
catatan, dan/ atau Dokumen, termasuk data yang dikelola secara 
elektronik serta keterangan lain yang diminta, Pemeriksa Pajak 
membuat berita acara pemenuhan seluruh perninjaman buku, 
catatan dan/ atau Dokumen. 

I 
i 
I 
I 

(1) Dalarn hal Wajib Pajak tidak atau tidak sepenuhnya 
rneminjarnkan buku, catatan, dan/ atau Dokumen, termasuk 
data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang 
diminta berdasarkan berita acara tidak dipenuhinya permintaan 
peminjaman buku, catatan, dan/ atau Dokumen sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), Pemeriksa Pajak menentukan 

I 

dapat atau tidakhya melakukan pengujian dalam rangka 
menghitung besarnya penghasilan kena pajak berdasarkan bukti 
kompeten yang cukup sesuai standar pelaksanaan Pemeriksaan. 

(2) Dalam hal Pemeriksaan dilakukan terhadap Wajib Pajak orang 
pribadi atau Wajib ! Pajak Badan yang menjalankan usaha atau 
pekerjaan bebas, dan Pemeriksa Pajak tidak dapat melakukan 
pengujian dalam rangka menghitung besarnya penghasilan kena 
pajak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), penghasilan kena 
pajak dapat dihitung secara jabatan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan. 

I 

(3) Dalam hal penghasilan kena pajak tidak dihitung secarajabatan, 
Pemeriksa Pajak dapat rneminjam tambahan buku, catatan, 
dan/ atau dokumen serta keterangan lain selain yang sudah 
di pin jam. 

Pasal 32 

Pemeriksaan dapat dilakukan di tempat Wajib Pajak dengan 
menyediakan ruangan khusus. 

: 
' 
1 
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I 
(1) Penyegelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) 

dilakukan dengan menggunakan tanda segel. 
(2) Penyegelan dilakukan oleh Pemeriksa Pajak dengan disaksikan 

oleh minimal 2 (dua) orang yang telah dewasa dari pihak Wajib 
Pajak selain anggota tim Pemeriksa Pajak. 

I 
(3) Dalam melakukan Penyegelan, Pemeriksa Pajak wajib membuat 

berita acara Penyegelan. 
' (4) Berita acara Penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak dengan 
disaksikan oleh minimal 2 (dua) orang yang telah dewasa selain 
anggota tim Pemeriksa Pajak. 

(5) Berita acara Penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dibuat 2 (dua) rangkap dan rangkap kedua diserahkan kepada 
Wajib Pajak, wakil, · kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang 
telah dewasa dari Wajib Pajak yang diperiksa. 

(6) Dalam hal saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menolak 
menandatangani berita acara Penyegelan, Pemeriksa Pajak 
membuat catatan tentang penolakan tersebut dalam berita acara 
Penyegelan. , 

(7) Dalam melaksanakan Penyegelan, Pemeriksa Pajak dapat 
1 meminta bantuan; Satuan Polisi Pamong Praja dan/ atau 

Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

Pasal 36 

Penyegelan hanya dilakukan apabila pada saat pelaksanaan 
Pemeriksaan Lapangan; 
a. Wajib Pajak, wakil,. atau kuasa dari Wajib Pajak yang diperiksa 

tidak memberi izin atau kesempatan kepada Pemeriksa Pajak 
untuk membuka, i memasuki tempat atau ruangan serta 
memeriksa barang bergerak dan/ atau tidak bergerak, yang 
diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku, 
catatan, dan/atau )dokumen, termasuk hasil pengolahan data 
dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara 
program aplikasi on-line yang dapat memberi petunjuk tentang 
kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak; 

b. Wajib Pajak, wakil.latau kuasa dari Wajib Pajak yang diperiksa 
menolak memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan yang 
antara lain berupa tidak memberi kesempatan kepada Pemeriksa 
Pajak untuk mengakses data yang dikelola secara elektronik atau 
membuka barang bergerak dan/ atau tidak bergerak; 

c. Wajib Pajak, wakil.jatau kuasa dari Wajib Pajak yang diperiksa 
tidak berada di tempat dan tidak ada pegawai atau anggota 
keluarga yang telah dewasa dari W ajib Pajak yang mempunyai 
kewenangan untuk.bertindak selaku pihak yang mewakili Wajib 
Pajak, sehingga diperlukan upaya pengamanan Pemeriksaan 
sebelum Pemeriksaan ditunda; atau 

d. Wajib Pajak, wakil.iatau kuasa dari Wajib Pajak yang diperiksa 
tidak berada di tempat dan pegawai atau anggota keluarga yang 
telah dewasa dari 'Wajib Pajak yang mempunyai kewenangan 
untuk bertindak selaku pihak yang mewakili Wajib Pajak 
menolak memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan. 

) 

Pasal 35 
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Pasal 38 

(1) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah 
tanggal Penyegelan atau jangka waktu lain dengan 
mempertimbangkan' tujuan Penyegelan, Wajib Pajak, wakil, atau 
kuasa dari Wajib Pajak tetap tidak memberi izin kepada Pemeriksa 
Pajak untuk membuka atau memasuki tempat atau ruangan, 
barang bergerak atau tidak bergerak yang disegel, dan/ atau tidak 
memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan, Wajib Pajak 
dianggap menolak dilakukan Pemeriksaan. 

I 
(2) Dalam hal Wajib Pajak dianggap menolak dilakukan Pemeriksaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak, wakil, atau 
kuasa dari Wajib Pajak wajib menandatangani surat pernyataan 
penolakan Pemeriksaan. 

(3) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak 
menolak menandatangani surat pemyataan penolakan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemeriksa Pajak membuat 
dan menandatangani berita acara mengenai penolakan tersebut. 

( 1) Pembukaan segel dilakukan apabila : 
a. Wajib Pajak, wakil, kuasa, atau pihak yang dapat mewakili 

Wajib Pajak telah memberi izin kepada Pemeriksa Pajak untuk 
membuka ataui memasuki tempat atau ruangan, barang 
bergerak atau tidak bergerak yang disegel, dan/ atau telah 
memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; 

I 

b. berdasarkan pertimbangan Pemeriksa Pajak, Penyegelan 
tidak diperlukan lagi; dan 

T 
c. terdapat permirttaan dari penyidik yang sedang melakukan 

penyidikan tindak pidana. 
(2) Pembukaan segel harus dilakukan oleh Pemeriksa Pajak dengan 

disaksikan oleh minimal 2 ( dua) orang yang telah dewasa dari 
pihak Wajib Pajak ~'elain anggota tim Pemeriksa Pajak. 

(3) Dalam keadaan tertentu, pembukaan segel dapat dibantu oleh 
Satuan Polisi Pamong Praja dan/ atau Kepolisian Negara Republik 

d • I In onesia. · 
(4) Dalam hal tanda i segel yang digunakan untuk melakukan 

Penyegelan rusak atau hilang, Pemeriksa Pajak harus membuat 
berita acara mengenai kerusakan atau kehilangan dan 
melaporkannya kepada Satuan Palisi Pamong Praja dan/ atau 
Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

(5) Dalam melakukan pembukaan segel, Pemeriksa Pajak membuat 
berita acara pernbukaan segel yang ditandatangani oleh 
Pemeriksa Pajak dan saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

l 
(6) Dalam hal saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menolak 

menandatangani berita acara pembukaan segel, Pemeriksa Pajak 
membuat catatan tentang penolakan tersebut dalam berita acara 
pembukaan segel. : 

(7) Berita acara pembukaan segel dibuat 2 (dua) rangkap dan 
rangkap kedua diserahkan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa 
pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib 
Pajak. 

Pasal 37 
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Pasal 40 

(I) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak yang 
dilakukan Pemeriksaan Kantor untuk menguji kepatuhan 

Pasal 39 

(1) Dalam hal Wajib Pa'.jak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak yang 
dilakukan Pemeriksaan Lapangan untuk menguji kepatuhan 
pemenuhan kewajiban perpajakan menyatakan menolak untuk 

I 

dilakukan Pemeriksaan termasuk menolak menerima Surat 
Pemberitahuan Perrieriksaan Lapangan, Wajib Pajak, wakil, atau 
kuasa dari Wajib P4jak harus menandatangani surat pernyataan 
penolakan Pemeriksaan. 

(2) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak 
menolak menandatangani surat pernyataan penolakan 
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Pemeriksa 
membuat berita ; acara penolakan Pemeriksaan yang 
ditandatangani oleh tim Pemeriksa. 

(3) Dalam hal Wajib PJjak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak tidak 
ada di tempat maka: 

I 
a. Pemeriksaan tetap dapat dilakukan sepanjang terdapat 

pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib 
Pajak yang d4pat dan mempunyai kewenangan untuk 
mewakili Wajib Pajak, terbatas untuk hal yang berada dalam 
kewenangannyat atau 

b. Pemeriksaan ditunda untuk dilanjutkan pada kesempatan 
berikutnya. : 

(4) Untuk keperluan Prngamanan Pemeriksaan, sebelum dilakukan 
penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, 
Pemeriksa dapat melakukan Penyegelan sebagaimana dimaksud 

I pada Pasal 34 ayat .( 1). 
(5) Apabila setelah dilakukan Penyegelan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4) Waji~ Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak 
tetap tidak berada di tempat dan/ atau tidak memberi izin kepada 

I Pemeriksa untuk : membuka atau memasuki tempat atau 
ruangan, barang bergerak atau tidak bergerak, dan/ atau tidak 
memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan, Pemeriksa 
meminta kepada pegawai atau anggota keluarga yang telah 
dewasa dari WaJib Pajak untuk membantu kelancaran 
Pemeriksaan. [ 

(6) Dalam hal pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari 
Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menolak untuk 
membantu kelancaran Pemeriksaan, Pemeriksa meminta pegawai 
atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak untuk 
menandatangani surat penolakan membantu kelancaran 
Pemeriksaan. 

(7) Dalam hal pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari 
Wajib Pajak menolak untuk menandatangani surat penolakan 
membantu kelancaran Pemeriksaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (6), Pemeriksa membuat berita acara penolakan 
membantu kelancaran Pemeriksaan yang ditandatangani oleh tim 
Pemeriksa. 

BABV 
PENOLAKAN PEMERIKSAAN 
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(1) Hasil Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 
kewajiban perpajakan harus diberitahukan kepada Wajib Pajak 
melalui penyampaian SPHP yang dilampiri dengan daftar temuan 
hasil Pemeriksaan. 1 

(2) SPHP dan daftar. temuan hasil Pemeriksaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) disampaikan oleh Pemeriksa secara 
langsung atau melalui faksimile, surat elektronik, pas, atau jasa 
pengiriman Iainnya: dengan bukti pengiriman. 

(3) Dalam hal SPHP disampaikan secara langsung dan Wajib Pajak, 
wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak menolak untuk menerima 
SPHP, Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak harus 
menandatangani surat penolakan menerima SPHP. 

(4) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak 
menolak menandatangani surat penolakan menerima SPHP 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemeriksa membuat berita 
acara penolakan SPHP yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa. 

(5) Dalam hal Pemeriksaan atas keterangan lain berupa data konkret 
dilakukan dengan Pemeriksaan Kantor, penyampaian SPHP 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan bersamaan 
dengan penyampaian undangan tertulis untuk menghadiri PAHP. 

Pasal 42 

Pemeriksa berdasarkan: 
a. surat pernyataan penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 39 ayat (1), atau Pasal 40 ayat (l); 
b. berita acara penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 39 aya\ (2), atau Pasal 40 ayat (2); 
c. berita acara tidak dipenuhinya panggilan Pemeriksaan 

I 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3); 
d. surat penolakan · membantu kelancaran Pemeriksaan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (6); atau 
e. berita acara penolakan membantu kelancaran Pemeriksaan 

sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 39 ayat (7), 
dapat melakukan penetapan Pajak secara jabatan. 

Pasal 41 

pemenuhan kewajiban perpajakan memenuhi Surat Panggilan 
Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor namun menyatakan menolak 
untuk dilakukan Pemeriksaan, W ajib Pajak, wakil, a tau kuasa 
dari Wajib Pajak l hams menandatangani surat pernyataan 
penolakan Pemeriksaan, 

(2) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak 
menolak menandatangani surat pernyataan penolakan 
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemeriksa 
membuat berita : acara penolakan Pemeriksaan yang 
ditandatangani oleb' tim Pemeriksa. 

1 
(3) Apabila dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak 

Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor disampaikan 
kepada Wajib Pajak dan surat panggilan tersebut tidak 
dikembalikan oleh pas atau jasa pengiriman lainnya dan Wajib 
Pajak tidak memenuhi panggilan Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa 
membuat berita acara tidak dipenuhinya panggilan Pemeriksaan 
oleh Wajib Pajak yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa. 
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Pasal 44 i 
! 
I 

( 1) Dalam rangka '.melaksanakan pembahasan atas basil 
Pemeriksaan yang jtercantum dalam SPHP dan daftar temuan 
hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat 
(1) kepada Wajib Pajak harus diberikan hak hadir dalam PAHP. 

(2) Hak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan 
melalui penyampaian undangan secara tertulis kepada W ajib 
Pajak dengan mencantumkan hari clan tanggal dilaksanakannya 
PAHP. 

(3) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus 
disampaikan kepada Wajih Pajak dalam jangka waktu paling 
lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak: 
a. diterimanya tanggapan tertulis atas SPHP dari Wajib Pajak 

sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 
I ayat (2) atau ayat (3); atau 

Pasal 43 

(1) Wajib Pajak wajib memberikan tanggapan tertulis atas SPHP dan 
daftar temuan hasil' Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 42 ayat (1) dalam bentuk: 
a. pernyataan persetujuan basil Pemeriksaan dalam hal Wajib 

Pajak menyetujui seluruh hasil Pemeriksaan; atau 
b. surat sanggahan, dalam hal Wajib Pajak tidak menyetujui 

sebagian atau seluruh basil Pemeriksaan. 
(2) Tanggapan tertulis hebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 

disampaikan dalam'jangka waktu paling lama 5 (Hrna) hari kerja 
sejak tanggal diterirnanya SPHP oleh Wajib Pajak. 

(3) Wajib Pajak dapat melakukan perpanjangan jangka waktu 
penyampaian tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja 
terhitung sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) berakhir. I 

(4) Untuk melakukan ; perpanjangan jangka waktu penyampaian 
tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wajib Pajak 
harus menyampaikan pemberitahuan tertulis sebelum jangka 
waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir. 

(5) Dalam hal Pemeriksaan atas keterangan lain berupa data konkret 
dilakukan dengan ' Pemeriksaan Kantor, tanggapan tertulis 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 
pada saat Wajib Pajak harus memenuhi undangan tertulis untuk 

I 
menghadiri PAHP idan Wajib Pajak tidak dapat melakukan 
perpanjangan jangka waktu penyampaian tanggapan tertulis . 

• (6) Tanggapan tertulis: sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
disampaikan oleh :Wajib Pajak secara langsung atau melalui 
faksimile, surat elektronik, pos, atau jasa pengiriman lainnya 
dengan bukti pengirirnan. 

I 
(7) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan tanggapan tertulis 

atas SPHP, Perneriksa membuat berita acara tidak 
disampaikannya [tanggapan tertulis atas SPHP yang 
ditandatangani oleli tim Pemeriksa. 

I 
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Pasal 45 I 

l 
( 1) Pemeriksa membuat risalah pembahasan dengan mendasarkan 

pada lembar pernyataan persetujuan hasil Pemeriksaan dan 
membuat berita acara PAHP yang dilampiri dengan ikhtisar hasil 
pembahasan akhir; yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa dan 
Wajib Pajak, wakil, iatau kuasa dari Wajib Pajak dalam hal Wajib 
Pajak: i 

a. menyampaikan : lembar pernyataan persetujuan hasil 
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat ( 1) 
huruf a; dan : 

b. hadir dalam PAHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 
ayat (2). 

(2) Pemeriksa membuat risalah pembahasan berdasarkan lembar 
pernyataan persetujuan hasil Pemeriksaan, berita acara 
ketidakhadiran Wajib Pajak dalam PAHP, dan berita acara PAHP 
yang dilampiri dengan ikhtisar hasil pembahasan akhir, yang 
ditandatangani oleh tim Pemeriksa dalam hal Wajib Pajak: 
a. menyampaikan : lembar pernyataan persetujuan hasil 

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) 
huruf a; dan . 

b. tidak hadir dalam PAHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
44 ayat (2). 

(3) Pemeriksa harus melakukan PAHP dengan Wajib Pajak dengan 
mendasarkan pada surat sanggahan dan menuangkan hasil 
pembahasan tersebut dalam risalah pembahasan, yang 
ditandatangani oleli tim Pemeriksa dan Wajib Pajak, wakil, atau 

I 

kuasa dari Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak: 
a. menyampaikan : surat sanggahan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b; clan 
b. hadir dalam PAHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 

ayat (2). · 
(4) Pemeriksa membuat risalah pembahasan berdasarkan surat 

sanggahan, berita acara ketidakhadiran Wajib Pajak dalam PAHP, 
dan berita acara PAHP yang dilampiri dengan ikhtisar hasil 
pembahasan akhir, yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa 
dalam hal Wajib Pajak: 
a. menyampaikan ! surat sanggahan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 43 ayat ( 1) huruf b; dan 
b. tidak hadir dalam PAHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

44 ayat (2). [ 

b. berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 43 ayat (3), dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan 
tanggapan tertulis atas SPHP. 

(4) Apabila Pemeriksaan atas keterangan lain berupa data konkret 
dilakukan dengan Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 12 huruf a, undangan tertulis untuk menghadiri 
PAHP disampaikan lbersamaan dengan penyampaian SPHP. 

(5) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 
disampaikan oleh ) Pemeriksa secara langsung atau melalui 
faksimile, surat elektronik, pos, atau jasa pengiriman lainnya 
dengan bukti pengiiiman. 
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Pasal50 

(1) Dalam rangka menandatangani berita acara PAHP sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 45, Pemeriksa melalui kepala unit 
pelaksana Pemeriksaan memanggil Wajib Pajak dengan 
mengirimkan surat panggilan untuk menandatangani berita 
acara PAHP. 

(2) Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
disampaikan secar~ langsung atau melalui faksimile, pos dengan 
bukti pengiriman snrrat, atau jasa pengiriman lainnya dengan 
bukti pengiriman. : 

(3) Dalam hal surat panggilan disampaikan secara langsung dan 
Wajib Pajak, wakil, 'atau kuasa dari Wajib Pajak menolak untuk 
menerima surat panggilan tersebut, Wajib Pajak, wakil, atau 
kuasa dari Wajib Pajak harus menandatangani surat pernyataan 

I 

Risalah Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) 
atau ayat (5) digunakan oleh Pemeriksa sebagai dasar untuk 
membuat berita acara PAHP yang dilampiri dengan ihtisar hasil 
pembahasan akhir. ! 

Pasal 49 

Pelaksanaan PAHP f1.I1tara Wajib Pajak dengan Pemeriksa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) atau ayat (5) harus 
mempertimbangkan jangka waktu PAHP dan pelaporan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal ;16 ayat (4). 

I 

Pasal 48 

Pasal 47 

(1) Dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam PAHP pada hari dan 
tanggal sesuai undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 
ayat (2), PAHP dianggap telah dilakukan. 

(2) Dalam hal PAHP'. dianggap telah dilakukan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), berita acara PAHP yang dilampiri dengan 
ikhtisar hasil pembahasan akhir ditandatangani oleh tim 
Pemeriksa. 

Dalam hal Wajib Pajak; wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak menolak 
menandatangani risalah pembahasan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 45 ayat (3) atau ayat (5), Pemeriksa membuat catatan mengenai 
penolakan tersebut. l 

Pasal46 

(5) Pemeriksa tetap melakukan PAHP dengan Wajib Pajak dan 
menuangkan hasil pembahasan tersebut dalam risalah 
pembahasan, yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa dan Wajib 
Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak: 
a. tidak menyampaikan tanggapan tertulis atas SPHP 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1); dan 
b. hadir dalam PAHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 

ayat (2). 
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----------------------------- 

(1) LHP disusun berdasarkan KKP sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 10. 1 

(2) Risalah pernbahasan dan/ atau berita acara PAHP, merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari LHP sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1). : 

I 
(3) LHP sebagaimana; dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh 

Pemeriksa sebagai dasar untuk membuat nota penghitungan. 
(4) Nota penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

digunakan sebagai tdasar penerbitan surat ketetapan Pajak atau 
STPD. 

(5) Pajak yang terutang dalam surat ketetapan Pajak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) dihitung sesuai dengan PAHP, kecuali: 
a. dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam PAHP tetapi 

menyampaikan 1 lembar pemyataan persetujuan hasil 
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2), 
Pajak yang terutang dihitung sesuai dengan lembar 
pernyataan persetujuan hasil Pemeriksaan; 

b. dalam hal WaJib Pajak tidak hadir dalam PAHP tetapi 
menyarnpaikan surat sanggahan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 45 ayat (4), pajak yang terutang dihitung 
berdasarkan SPHP dengan jumlah yang tidak disetujui sesuai 
dengan surat sanggahan Wajib Pajak; dan 

c. dalam ha! Wajib Pajak tidak hadir dalam PAHP dan tidak 
menyampaikan : tanggapan tertulis atas SPHP sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 45 ayat (5), Pajak yang terutang 
dihitung berdasarkan SPHP sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 42 ayat [I] dan Wajib Pajak dianggap menyetujui basil 
Pemeriksaan. · 

Pasal 52 

(1) Wajib Pajak harus memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 50 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) 
hari kerja setelah surat panggilan untuk menandatangani berita 
acara PAHP diterirna oleh Wajib Pajak. 

1 
(2) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak 

memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat 
(1), namun menolak menandatangani berita acara PAHP, 
Pemeriksa membuat ca ta tan mengenai penolakan 
penandatanganan pada berita acara PAHP. 

(3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi panggilan sebagaimana 
dimaksud pada dalam Pasal 50 ayat (1), Pemeriksa membuat 
catatan pada berit~ acara PAHP mengenai tidak dipenuhinya 

·1 I panggi an. : 

penolakan menerima surat panggilan untuk menandatangani 
berita acara PAHP. 

(4) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak 
menolak menandatangani surat pemyataan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3), Pemeriksa membuat berita acara 
penolakan menerirna surat panggilan untuk menandatangani 
berita acara PAHP y}mg ditandatangani oleh tim Pemeriksa. 

I I Pasal 51 . 
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l Pasal 55 
(1) Wajib Pajak clapat mengungkapkan dalam laporan tersencliri 

secara tertulis mengenai keticlakbenaran pengisian SPTPD yang 
telah disampaikan sesuai clengan keadaan yang sebenarnya, 
sepanjang Pemeriksa belum menyampaikan SPHP. 

(2) Pengungkapan ketidak.benaran pengisian SPTPD se bagaimana 
dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke kantor Bapenda atau 
Instansi Pelaksana Pemungut Pajak terkait. 

(3) Laporan tersencliri secara tertulis sebagaimana dirnaksud pada 
ayat (1) harus ditandatangani oleh Wajib Pajak, wakil, atau kuasa 
clari Wajib Pajak dan dilampiri dengan: 
a. penghitungan pajak yang kurang dibayar sesuai clengan 

keadaan yang sebenarnya; clan 

Pasal 54 

( 1) Surat ketetapan Pajak dari hasil Pemeriksaan yang clilaksanakan 
tan pa: 

l 
a. penyampaian SP.HP; atau 
b. PAHP, , 
clapat dibatalkan oleh Bupati secara jabatan atau berclasarkan 
permohonan Wajib Pajak. 

(2) Dalam hal dilakukan pembatalan sebagaimana climaksud pada 
ayat (1), proses 1 Pemeriksaan harus dilanjutkan dengan 
melaksanakan prosedur penyampaian SPHP dan/ atau PAHP. 

(3) Proseclur penyampaian SPHP dan/ atau pelaksanaan PAHP 
sebagaimana dimaksud pacla ayat (2) harus clilakukan sesuai 
clengan ketentuan yang cliatur clalam Peraturan Bupati ini. 

(4) Dalam hal Pemeriksaan yang dilanjutkan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) terkait dengan permohonan pengembalian 
kelebihan pembayaran Pajak, Pemeriksaan clilanjutkan dengan 
penerbitan: ·. 
a. surat ketetapan Pajak sesuai clengan PAHP apabila jangka 

waktu belum melampaui 12 (clua belas) bulan sejak 
cliterimanya permohonan pengembalian kelebihan 
pembayaran Pajak; 

b. apabila clalam jangka waktu sebagaimana climak.sud pacla 
huruf a telah lclilampaui, surat ketetapan pajak. belum 
ditetapkan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran 
Pajak dianggap dikabulkan; atau 

c. SKPDLB sesuai dengan surat pemberitahuan apabila jangka 
waktu 12 (dua belas] bulan sejak surat permohonan cliterima. 

(5) Dalam hal susunan keanggotaan tim Pemeriksa untuk 
melanjutkan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
berbecla dengan : susunan keanggotaan tim Pemeriksa 
sebelumnya, Perneriksaan tersebut dilakukan setelah cliterbitkan 
surat yang berisi perubahan tim Pemeriksa. 

Pasal 53 

Dokumen yang dipinjarn harus dikembalikan kepada Wajib Pajak 
dengan menggunakan bukti peminjaman clan pengembalian 
Dokumen paling lambat 7 {tujuh) hari kerja sejak tanggal LHP. 

' 
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Ruang lingkup Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka 
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan dapat meliputi: 

l 
a. penentuan; t 
b. pencocokan; atau [ 
c. pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan. 

r 

Pasal 58 

BAB VI 
PEMERIKSAAN UNTUK TUJUAN LAIN 

I 

(1) Pemeriksaan ulang hanya dapat dilakukan berdasarkan instruksi 
atau persetujuan Bupati. 

(2) Instruksi atau persetujuan Bupati untuk melaksanakan 
I 

Pemeriksaan ulang! dapat diberikan apabila terdapat data baru 
termasuk data yang semula belum terungkap 

(3) Dalam hal hasil Pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) mengakibatkan adanya tambahan atas jumlah Pajak yang 
telah ditetapkan dalam surat ketetapan pajak sebelumnya, 
Bupati menerbitkan SKPDKBT. 

(4) Dalam hal hasil Pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) tidak merigakibatkan adanya tambahan atas jumlah 
Pajak yang telah ; ditetapkan dalam surat ketetapan Pajak 
sebelumnya, Pemeriksaan ulang dihentikan dengan membuat 
LHP Sumir dan kepada Wajib Pajak diberitahukan mengenai 

I 

penghentian tersebut. 

Pasal 57 

Pasal 56 

(1) Untuk membuktikan pengungkapan ketidakbenaran dalam 
laporan tersendiri ~ebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat 
( 1), Pemeriksaan tetap dilanjutkan dan atas hasil Pemeriksaan 
diterbitkan surat ~etetapan Pajak dengan mempertimbangkan 
laporan tersendiri tersebut serta memperhitungkan pokok Pajak 
yang telah dibayar. r 

(2) Dalam hal hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) membuktikan ! bahwa pengungkapan ketidakbenaran 
pengisian SPTPD oleh Wajib Pajak tidak sesuai dengan keadaan 
yang sebenarnya, '.isurat ketetapan Pajak diterbitkan sesuai 
dengan keadaan yang sebenarnya. 

(3) Dalam hal hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) membuktikan i bahwa pengungkapan ketidakbenaran 
pengisian SPTPD oleh Wajib Pajak sesuai dengan keadaan yang 
sebenarnya, surat fketetapan Pajak diterbitkan sesuai dengan 
pengungkapan Wajib Pajak. 

b. SSPD atas pelunasan Pajak yang kurang dibayar. 
(4) Apabila pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPTPD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengakibatkan 
kekurangan pembayaran pajak maka pengungkapan tersebut 
tidak perlu dilampiri dengan SSPD. 

! 
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Standar pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 62 ayat (3) meliputi: 
a. pelaksanaan Perneriksaan harus didahului dengan persiapan 

yang baik, sesuai ~engan tujuan Pemeriksaan, dan mendapat 
pengawasan yang seksama; 

b. luas Pemeriksaan i disesuaikan dengan kriteria dilakukannya 
Pemeriksaan untuk tujuan lain; 

c. Pemeriksaan dilakukan oleh tim Pemeriksa yang terdiri dari 1 
(satu) orang supervisor, 1 (satu) orang ketua tim, dan 1 (satu) 

Pasal 64 

Standar umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) sama 
dengan standar umum: sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. 

! 

Pasal 63 

( 1) Pemeriksaan tmtuk tujuan lain harus dilaksanakan sesuai 
dengan standar Pemeriksaan. 

l 
(2) Standar Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

digunakan sebagai bkuran mutu Pemeriksaan yang merupakan 
capaian minimum I yang harus dicapai dalam melaksanakan 

J 

Pemeriksaan. ; 
(3) Standar Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( 1) meliputi standar um urn, standar pelaksanaan 
Pemeriksaan, dan standar pelaporan hasil Pemeriksaan. 

\ 

Pasal 62 

(1) Pemeriksaan untuktujuan lain dilakukan dengan kriteria antara 
lain: ; 
a. pemberian NPWPD secara jabatan; 

' b. penghapusan N~WPD; 
c. Wajib Pajak mengajukan keberatan; 
d. pencocokan data dan/ atau alat keterangan; dan/ atau 
e. Pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak. 

(2) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi 
yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan. 

Pasal 61 

Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
60 dapat dilakukan dengan Jenis Pemeriksaan Lapangan atau 
Pemeriksaan Kantor. \ 

Pasal 60 

Pasal 59 

Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 
ayat (1) dilakukan minimal untuk: 
a. pemberian NPWPD sJcara jabatan; 

I 
b. penghapusan NPWPD; 

l 

c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak; 
d. pencocokan data dari/ atau alat keterangan; dan/ atau 
e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak. 

I 
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Dalam melakukan Pemeriksaan untuk tujuan lain, Pemeriksa Pajak 
wajib: i 
a. menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan 

dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan 
Lapangan atau Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan 

! 

Pasal 67 

i 
Kegiatan Pemeriksaan :Untuk tujuan lain dilaporkan dalam bentuk 
LHP yang disusun sesuai standar pelaporan hasil Pemeriksaan, 
yaitu: . 
a. LHP disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup 

atau pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan Pemeriksaan, 
memuat simpulan Pemeriksa dan memuat pula pengungkapan 
informasi lain yang lterkait; 

b. LHP untuk tujuan l~in minimal memuat: 
1. identitas Wajib Piajak; 
2. penugasan Pemeriksaan; 
3. tujuan Pemeriks!aan; 
4. buku dan Dokumen yang dipinjam; 
5. materi yang diperiksa; 
6. uraian hasil Pemeriksaan; dan 
7. simpulan dan usul Pemeriksa. 

Pasal 66 

Kegiatan Pemeriksaan untuk tujuan lain harus didokumentasikan 
dalam bentuk KKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf f 
dengan memperhatikan hal sebagai berikut: 

' a. KKP berfungsi sebagai: 
1. bukti bahwa Pemeriksa telah melaksanakan Pemeriksaan 

berdasarkan standar Pemeriksaan; dan 
2. dasar pembuatan LHP. 

b. KKP memberikan garnbaran mengenai: 
1. data, keterangan, dan/ atau bukti yang diperoleh; 
2. prosedur Pemeriksaan yang dilaksanakan; dan 
3. simpulan dan hJI-hal lain yang dianggap perlu yang berkaitan 

I 

dengan Pemeriksaan. 
! 
i 

Pasal 65 

orang atau lebih anggota tim, dan dalam keadaan tertentu ketua 
tim dapat merangkap sebagai anggota tim; 

d. Pemeriksaan dapat dilaksanakan di kantor Bapenda atau 
instansi pelaksana pemungut Pajak dan/atau kantor-kantor di 
lingkungan Pemerintah Daerah, tempat tinggal atau tempat 
kedudukan Wajib Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan 
be bas Wajib Pajak, dan/ atau di tempat lain yang dianggap perlu 
oleh Pemeriksa; 

e. Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila 
diperlukan dapat dilanjutkan di luar jam kerja; dan 

f. pelaksanaan Pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk KKP. 
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Dalam pelaksanaan P~meriksaan untuk tujuan lain, Wajib Pajak 
berhak: 

I 

(1) Dalam melakukan Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan Jenis 
Pemeriksaan Lapangan] Pemeriksa Pajak berwenang: 

r 
a. melihat dan/ atau meminjarn buku, catatan, dan/ atau Dokumen 

yang menjadi dasar ipembukuan atau pencatatan berhubungan 
dan Dokumen lain, dengan tujuan Pemeriksaan; 

b. mengakses dan/ atau mengunduh data yang dikelola secara 
elektronik; ., 

c. memasuki clan merneriksa tempat atau ruang, barang bergerak 
clan/ atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan 
untuk menyimpan !buku, catatan, clan/ atau Dokumen yang 
menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, Dokumen lain, 
dan/ atau barang, yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan; 

I 

d. meminta keterangani lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak; 
dan/atau 1 

e. meminta keterangan dan/ atau data yang diperlukan dari Pihak 
Ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang 
diperiksa melalui keP.ala unit pelaksana Pemeriksaan. 

(2) Dalam melakukan Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan Jenis 
Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa Pajak berwenang: 
a. melihat dan/ atau meminjarn buku, catatan, dan/ atau Dokumen 

yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan Dokumen 
lain termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang 
berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, 
pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang Pajak; 

I 
b. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak; 

dan/atau 
c. meminta keterangan dan/ atau data yang diperlukan dari Pihak 

Ketiga yang mernpunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang 
diperiksa melalui kepala unit pelaksana Pemeriksaan. 

Pasal 69 

Pasal 68 

Kantor dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jems 
Pemeriksaan Kantor; 

b. memperlihatkan tanda pengenal Pemeriksa Pajak dan SP2 
kepada Wajib Pajakipada waktu Pemeriksaan; 

c. memperlihatkan stirat yang berisi perubahan tim Pemeriksa 
Pajak kepada Wajib[Pajak apabila susunan Tim Pemeriksa Pajak 
mengalami perubahpn; 

d. menjelaskan alasanldan tujuan Pemeriksaan kepada Wajib Pajak 
yang diperiksa; . 

e. menyampaikan Kuesioner Pemeriksaan kepada Wajib Pajak; 
f. mengembalikan buku, catatan, dan Dokumen pendukung 

lainnya yang dipinjf}ffi dari Wajib Pajak; dan/ atau 
g. merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala 

sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib 
Pajak dalam rangka' Pemeriksaan. 
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(1) Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan jenis Pemeriksaan 
Lapangan dilakukan clalam jangka waktu paling lama 4 (empat) 
bulan yang dihitung sejak tanggal Surat Pemberitahuan 
Pemeriksaan Lapangan disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, 
kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari 
Wajib Pajak, sampai dengan tanggal LHP. 

I 

(2) Pemeriksaan untuk :tujuan lain dengan jenis Pemeriksaan Kantor 
dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari 
yang dihitung sejak' tanggal Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, 
atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak, datang 

Pasal 71 

' I 
( 1) Dalam pelaksanaan: Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan jenis 

Pemeriksaan Lapangan, W ajib Pajak wajib: 
a. memperlihatkan :dan meminjamkan buku, catatan, dan/ atau 

Dokumen yang rnenjadi dasar pembukuan atau pencatatan, 
dan Dokumen ; lain, yang berhubungan dengan tujuan 
Pemeriksaan; : 

b. memberi keseinpatan untuk mengakses clan/ atau 
mengunduh data yang dikelola secara elektronik; 

c. memberi kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang 
penyimpanan buku, catatan, dan/ atau Dokumen yang 
menjacli clasar pembukuan atau pencatatan, Dokumen lain, 
dan/atau barang, yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan 
serta meminjarnkannya kepada Pemeriksa Pajak; clan/ atau 

d. memberikan keterangan lisan dan/ atau tertulis serta 
memberikan data dan/ atau keterangan lain yang diperlukan. 

I 

(2) Dalam pelaksanaanPerneriksaan untuk tujuan lain dengan Jenis 
Pemeriksaan Kantor, Wajib Pajak wajib: 
a. memperlihatkan clan meminjamkan buku, catatan, dan/ atau 

Dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, 
dan Dokumen ! lain, yang berhubungan dengan tujuan 
Pemeriksaan; da_n/ atau 

b. memberikan keterangan lisan clan/ atau tertulis serta 
memberikan data dan/atau keterangan lain yang cliperlukan. 

i 

Pasal 70 

a. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan tanda 
pengenal Pemeriksa Pajak dan SP2 kepada Wajib Pajak pada waktu 
Pemeriksaan; 

b. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan Surat 
Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan, dalam hal Pemeriksaan 
dilakukan dengan jeriis Pemeriksaan Lapangan; 

I 

c. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan penjelasan 
tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; 

; 

d. meminta kepada Perneriksa Pajak untuk memperlihatkan surat 
yang berisi perubahan tim Pemeriksa Pajak apabila terdapat 
perubahan susunan :fim Pemeriksa Pajak; dan/ atau 

e. memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan 
Pemeriksaan oleh Pemeriksa Pajak melalui pengisian Kuesioner 
Pemeriksaan. i 
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(1) Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 73 ayat ( 1) dapat disampaikan secara 
langsung kepada W a.jib Pajak pada saat dimulainya Pemeriksaan ~ 
Lapangan atau disampaikan melalui faksimile, pos dengan bukti 
pengiriman surat, atau jasa pengiriman lainnya dengan bukti 

• • ! pengmman. i 
(2) Dalam hal Surat' Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan 

disampaikan secara langsung dan Wajib Pajak tidak berada di 
! 

Pasal 74 

I 

( 1) Dalam hal Pemeriksaan untuk tujuan lain dilakukan dengan jenis 
Pemeriksaan Lapangan, Pemeriksa wajib memberitahukan 
kepada Wajib Pajak mengenai dilakukannya Pemeriksaan 
Lapangan dengan' menyampaikan Surat Pemberitahuan 
Pemeriksaan Lapangan. 

(2) Dalam hal Pemeriksaan untuk tujuan lain dilakukan dengan jenis 
Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa Pajak wajib memberitahukan 
kepada Wajib Pajakmengenai dilakukannya Pemeriksaan Kantor 
dengan menyampaikan Surat Panggilan Dalam Rangka 
Pemeriksaan Kantor. 

I 

(3) Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) atau Surat Panggilan Dalam Rangka 
Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
diterbitkan untuk rnasa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun 
Pajak sebagaimana tercantum dalam SP2. 

Pasal 73 

Pasal 72 

(1) Pemeriksaan Lapangan untuk tujuan lain dalam rangka 
melaksanakan perundang-undangan ketentuan Perpajakan 
dilakukan oleh Pemeriksa Pajak yang tergabung dalam suatu tim 
Pemeriksa berdasarkan SP2. 

(2) SP2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan untuk satu 
atau beberapa masa Pajak dalam suatu bagian Tahun Pajak atau 
Tahun Pajak yang sama atau untuk satu bagian Tahun Pajak 
atau Tahun Pajak tJrhadap satu Wajib Pajak. 

(3) Dalam hal susunan tim Pemeriksa perlu diubah, kepala unit 
pelaksana Pemeriksaan tidak perlu memperbarui SP2 tetapi 
harus menerbitkan surat yang berisi perubahan tim Pemeriksa. 

memenuhi Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor 
sampai dengan tanggal dalam LHP. 

(3) Dalam hal jangka waktu Pemeriksaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) atau ayat (2) berakhir, Pemeriksaan harus 
diselesaikan. ' 

(4} Dalam hal Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka 
permohonan penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 60 Ayat (1) huruf b, jangka waktu Pemeriksaan 
sebagaimana dimaksud ayat (1) atau ayat (2) harus 
memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan 
penghapusan nomor pokok wajib Pajak sebagaimana diatur 
dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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Pasal 77 

(1) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak yang 
dilakukan Perneriksaan Kantor untuk tujuan lain memenuhi 
Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor namun 
menyatakan menolak untuk dilakukan Pemeriksaan, Wajib 
Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak harus menandatangani 
surat pernyataan penolakan Pemeriksaan. 

(2) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak 
menolak menandatangani surat pernyataan penolakan 
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemeriksa 

(1) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak yang 
dilakukan Pemeriksaan Lapangan untuk tujuan lain menyatakan 
menolak untuk dilakukan Pemeriksaan termasuk menolak 
menerima Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan Wajib 
Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak harus menandatangani 
surat penolakan Pemeriksaan. 

(2) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak 
menolak rnenandatangani surat penolakan Pemeriksaan 

I 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemeriksa Pajak membuat 
berita acara penolakan Pemeriksaan yang ditandatangani oleh 
tim Pemeriksa. · 

Pasal 76 

I 
(1) Dokumen yang dipinjam harus disesuaikan dengan tujuan dan 

kriteria Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 60. 

(2) Peminjaman Dokumen harus dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29. 

Pasal 75 

tempat, Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dapat 
disampaikan kepada: 
a. wakil atau kuasa1dari Wajib Pajak; atau 
b. pihak yang dapat mewakili Wajib Pajak, yaitu: 

1. pegawai dari Wajib Pajak yang menurut Pemeriksa dapat 
mewakili Wajib Pajak, dalam hal Pemeriksaan dilakukan 
terhadap Wajib Pajak Badan; atau 

2. anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak yang 
menurut Pemeriksa dapat mewakili Wajib Pajak, dalam hal 
Pemeriksaan , dilakukan terhadap Wajib Pajak orang 
pribadi. ,. 

' (3) Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) dapat disampaikan melalui 
faksimile, pos dengan bukti pengiriman surat, atau jasa 
pengiriman lainnya ldengan bukti pengiriman. 

(4) Dalam hal pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat 
ditemui, Surat ! Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan 
disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman lainnya dan Surat 
Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dianggap telah 
disampaikan. r 

I 
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Pasal 80 

(1) Dalam rangka rneningkatkan kualitas dan akuntabilitas 
Pemeriksaan, Pemeriksa wajib menyampaikan Kuesioner 
Pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang diperiksa. 

J 
(2) Dalam hal Pemeriksaan yang dilakukan merupakan Pemeriksaan 

untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, 
penyampaian Kuesioner Pemeriksaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan pada saat pertemuan dengan Wajib Pajak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28. 

I 
(3) Dalam hal Pemeriksaan yang dilakukan merupakan Pemeriksaan 

r 
untuk tujuan Iain, dalam rangka melaksanakan ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan, penyampaian 
Kuesioner Pemerik~aan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
disampaikan pada · saat penyampaian Surat Pemberitahuan 
Pemeriksaan Lapangan atau pada saat Wajib Pajak datang 
memenuhi Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor. 

(4) Wajib Pajak dapat rnenyampaikan Kuesioner Pemeriksaan yang 
telah diisi kepada kepala unit pelaksana Pemeriksaan. 

BAB VII 
' 

PENYAMPAIAN KUESIONER PEMERIKSAAN 

(1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk tujuan lain, melalui 
kepala unit pelaksana Pemeriksaan, Pemeriksa juga dapat 
memanggil Wajib Pajak untuk memperoleh penjelasan yang lebih 
rinci atau meminta keterangan dan/ atau bukti yang berkaitan 
dengan Pemeriksaan kepada Pihak Ketiga. 

(2) Permintaan keterangan kepada Wajib Pajak atau kepada Pihak 
Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan 
sesuai dengan keterituan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 79 

(1) Berdasarkan surat pernyataan penolakan Pemeriksaan atau 
berita acara penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 76 dan Pasal 77, Wajib Pajak diberi NPWPD secara 
jabatan dalam hal Pemeriksaan untuk tujuan lain dilakukan 
dalam rangka pemberian NPWPD. 

(2) Berdasarkan surat pernyataan penolakan Pemeriksaan atau 
berita acara penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 76 dan Pasal 77, permohonan Wajib Pajak tidak 
dikabulkan dalam hal Pemeriksaan untuk tujuan lain dilakukan 
dalam rangka penghapusan NPWPD. 

Pasal 78 

Pajak membuat berita acara penolakan Pemeriksaan yang 
ditandatangani oleh tim Pemeriksa. 
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BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2025 NOMOR 7 

AGUS DWI LESTARI 

SOKf.RL S.H.,M.H . 
Pembina Tk I/IVb 

NIP. 197.20606 199203 1 007 
\ . ' 

' Cap ttd 

/: . -- I 
Pj. SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN KENDAL, 

Diundangkan di Kendal 
pada tanggal 3 Februari 2025 

Ditetapkan di Kendal 
pada tanggal 3 Februari 2025 

BUPATI KENDAL, 

Cap ttd 

DICO M GANINDUTO 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Kendal. 

Pasal 82 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati 
Kendal Nomor 46 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak 
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 46) 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 81 

BAB VIII 
KETENTUAN PENUTUP 
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